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ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKENAAN DENGAN PENJUALAN
DAGING SAPI DICAMPUR DAGING BABI HUTAN (CELENG)
Oleh
MUHTAR HAK

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di
Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak
sekali dijumpa kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku
usaha, contohnya adalah kasus jual beli daging sapi yang dicampur dengan daging
babi hutan yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat
yang beragama Islam. Oleh sebab itu menarik untuk dikaji bagaimana pengaturan
hukum terhadap pelarangan daging babi hutan bagi umat Islam, bagaimana
perlindungan hukum terhadap konsumen yang beragama Islam, bagaimana upaya
pemerintah dalam menangani peredaran daging sapi dicampur daging babi, dan
upaya hukum seperti apa yang bisa dilakukan oleh konsumen.

Jenis pendlitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum
normatif, yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek
penelitian dalam ha ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventarisasi dengan pengoleksian
dan pengorganisasian bahan hukum. Anaisis bahan dalam penelitian ini
dilakukan secara kualitatif dan komprehensif.

Hasil penelitian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara
penjualan daging sapi dan daging babi hutan, mulai dari proses penyauran hingga
pemotongan dan sampai pada penjualan kepada konsumen agar tidak terjadi
keresahan yang ditimbulkan. Akan tetapi masih ada para pelaku usaha yang nakal
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melanggar
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga
dapat dikenakan sanksi baik secara administratif, maupun pidana kepada pelaku
usaha.

Saran dalam penelitian ini: Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam menegaskan
mengenai perlindungan bagi konsumen muslim terkait penjualan daging sapi
dicampur daging babi hutan (celeng) dan Bagi konsumen muslim Indonesia jadi
lah pembeli yang pintar (smart buyer) yang bisa berpikir sebelum membeli.

Kata Kunci: Daging sapi, daging babi hutan, konsumen, pelaku usaha dan
perlindungan konsumen.



ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION WITH REGARD TO THE SALE OF BEEF
MIXED WITH BOAR
By
MUHTAR HAK

Consumer protection is one of the development of law in Indonesia, it is
considered necessary at this time, because at this time there are many cases of
consumer violations committed by business actors, for example is a case of buying
and selling of beef mixed with boar Very disturbing Indonesian people, especially
the Moslem community. It is therefore interesting to examine how the law
regulates the ban on wild boar for Muslims, how the legal protection of Muslim
consumers, how the government's efforts in handling the distribution of beef
mixed with pork, and what kind of legal efforts that can be done by consumers.

The type of research used in this research is normative legal research, namely a
study that places the norm as an object of research in this case is Law No. 8 of
1999 on Consumer Protection. The approach used in this study is the normative
juridical approach, namely research that emphasi zes secondary data consisting of
primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials
begins with an inventory with the collection and organization of legal materials.
Material analysisin thisresearch is done qualitatively and comprehensively.

The results of the above research, it can be concluded that the Laws and
Government Regulations have arranged in such a way about the procedure of
selling beef and pork meat, ranging from the process of channeling to cutting and
to the sale to the consumer in order to avoid unrest caused. However, there are
still naughty business actors in order to gain the maximum benefit of violating
Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection so that it can be
sanctioned either administratively or criminally to business actor.

Suggestions in this study: The government should be more active in asserting the
protection for Muslim consumers related to the sale of beef mixed with boar and
For Indonesian Muslim consumers to be smart buyers who can think before
buying.

Keywords: Beef, wild boar, consumer, producer and consumer protection.
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. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hukum dan perkembangan kesadaran hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis
sgjalan dengan perkembangan pembangunan bangsa di segala bidang. Oleh
karena itu, pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di
segala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum

yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hukum senantiasa berkembang dinamis, hukum yang baik adalah hukum
yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang
tentunya sesuai pula atau merupakan peencerminan dari nilai-nilai yang
berlaku dimasyarakat yang bertujuan untuk menjadi dasar dan memelihara

ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.*

Hukum juga berfungs mengabdi kepada masyarakat, dalam hal ini
mengatur tata tertib masyarakat, menjaga agar prilaku masyarakat sesual
dengan peraturan hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi
oleh hukum. Jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka
harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehinga kebutuhan akan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sgjalan dengan

perkembangan pembangunan.

Tini Hadad, Dalan AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu pengantar
(Yogyakarta: Diadit Media), 2001. Hal. 45.



Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di
Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini
banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan
oleh pelaku usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga
barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan
curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan. Hal tersebut tidak
sgja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen
secara finansial.> Akan tetapi karena pendidikan konsumen yang relatif rendah
terkait hukum perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian konsumen
untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ke ranah hukum, sebagian besar

memilih diam dan menerima kerugian yang mereka alami.>

Selain kasus-kasus penipuan, pemalsuan, kebohongan publik dengan
adanya iklan yang menyesatkan, kosmetik berbahaya, obat-obatan berbahaya.
Bahkan, saat ini marak produk makanan berbahaya, makanan yang
mengandung zat kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat
selaku konsumen baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, produk

makanan yang tidak disertai tanggal layak pakai atau kedaluarsa.
Seiring berjalannya waktu telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh para pelaku usaha yang meresahkan masyarakat Indonesia

selaku konsumen. Salah satunya adalah permasalahan penjualan daging sapi

Abdul Halim barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran (Bandung: Nusmedia), 2008. Hal. 57

®Darmawan Febri Padmono, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu
Makanan yang beredar di Pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan daerah
Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Skripsi (Y ogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga), 2014. Hal. 17.



dicampuri daging babi hutan (celeng) yang meresahkan masyarakat Indonesia

terutama masyarakat yang beragama Islam.

Beberapa contoh kasus penjualan daging sapi dicampuri daging babi
hutan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Jawa
Timur di Pasar Semolowaru, Direktorat Reserse Krimina Khusus
(Ditreskrimsus) Polda Jatim membongkar perdagangan daging sapi dicampur
dengan daging babi, di Pasar Semolowaru, Kota Surabaya, pada hari rabu
tanggal 25 Mei 2016. Satu orang berinisial SRY, warga Surabaya ditetapkan

sebagai tersangka.’

Kemudian, dalam kasus lain terjadi di Surabaya yang dimana polis
berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan oleh tiga pelaku kejahatan
yakni AS, 34, warga Dusun Kedungsari Jombang; TU,41, warga Surabaya; dan
BU, 61, warga Lakarsantri Surabaya. Modus kejahatan mereka yaitu menjual

daging babi berkedok daging sapi.’

Pada tahun 2015 Penanggung Jawab Wilayah Kerja Pelabuhan
Bakauheni Badan Karantina Kelas 1 Provins Lampung melalui Bapak Azar
menyampaikan kepada surat kabar Metrotvnews.com bahwasanya, dalam tiga
tahun terakhir, Balai Karantina tercatat mengamankan 100 ton daging babi

hutan (celeng) yang akan dijual dengan dicampuri daging sapi.®

“Muhammad Khoirur Rosyid, Polda Jatim Temukan Daging sapi oplosan Daging Celeng,
http://jatim.metrotvnews.com/read/2016/05/26/533839/pol da-j ati m-temukan-dagi ng-sapi-opl osan-
daging-babi, diakses tanggal 29 Agustus 2016, 9:43 WIB

Zaki Zubaidi, Daging Babi Laku Keras di Surabaya, http://www.koran-
sindo.com/news.php?r=5& n=98& date=2016-06-11, diakses tanggal 29 Agustus 2016, 10:01 WIB

®Gabriela Jessica Restiana Sihite, Waspadai Daging Celeng Oplosan Selama Ramadan,
http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8NOgM yA b-waspadai -dagi ng-cel eng-opl osan-selama-
ramadan, diaksestangal 29 Agustus 2016, 10:12 WIB



Pada semua kasus penipuan jua beli daging celeng berkedok daging sapi
ini tidak hanya terjadi pada satu daerah sgja, melainkan terjadi pada beberapa
daerah di Indonesia. Pada semua kasus yang terjadi bahwasanya para pelaku
usaha tidak memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha dan melanggar hak-

hak dari para konsumen.

Adapun kewgjiban dari pelaku usaha tertera dalam Pasa 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan keada konsumen untuk menguji dan/atau jasa tertentu
serta memberi jaminan dan/atau garans atas barang yang dibuat dan/atau
yang diperdagangkan;

f. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;



0. Memberi konpensas ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Kemudian dalam ha hak dari konsumen secara umum dikenal ada 4

(empat) hak dasar konsumen, yaitu :

1. Hak untuk mendapat keamanan (The right to safety);

2. Hak untuk mendapat informasi (The right to be informed);

3. Hak untuk memilih (The to choose);

4. Hak untuk didengar (The right to be heard).’

Adapun hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang
dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondis serta jaminan yang
dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondis dan
jaminan barang dan/ atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

"Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014. Hukum
Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika), 2000. Hal. 30



f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

0. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Kemudian dalam hal jua beli daging celeng itu sebenarnya sah-sah sgja
atau diperbolehkan di Indonesia selama tidak ada yang merasa dirugikan, entah
itu s pembeli atau si penjual tersebut. Karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata
yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.®
Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Il KUH
Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat
dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur sgja. Sifat terbuka dari
KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
mengandung asas K ebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk
menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban
umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana
termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat

sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

8Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan
(Bandung; PT Citra Adytia Bakti), 2001. Hal. 65.



1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2.Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal .°

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang
membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh
ada paksaan, kekhilapan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Kecakapan
hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para
pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18
tahun atau telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-
undang. Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah
perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan orang

yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau curatornya.

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya
bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan
jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk
dilakukan para pihak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud
harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUH
Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam
hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat
sahnya perjanjian yang bersifat subjektif. Apabila tidak tepenuhi, maka

perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak

%Ibid. Hal. 73.



membatal kan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku. Sedangkan suatu
hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian
yang bersifat objektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi
hukum artinya sgak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Pada
kenyataannya, perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara
keseluruhan, misalnya unsur kesepakatan sebagai persesuaian kehendak dari
para pihak yang membuat perjanjian pada saat ini telah mengalami pergeseran

dalam pelaksanaannya.

Dari uraian syarat sahnya suatu perjanjian di atas menyatakan
bahwasanya suatu perjanjian itu berdasarkan kesepakatan dan suatu sebab yang
halal, di sini kita bisa menilai bahwasanya kasus dimana praktek jua beli
daging celeng berkedok daging sapi ini tidak memenuhi syarat sahnya
perjanjian. Dalam kasus ini konsumen merasa dirugikan akan kebohongan atau
penipuan yang dilakukan oleh s penjual, dimana si penjual di sini menjua
daging sapinya dicampur dengan daging babi sehingga s pembeli selaku
konsumen merasa dirugikan karena ia ingin membeli daging sapi sepenuhnya
tanpa campuran daging celeng atau babi sedikitpun. Kemudian dalam kasus ini
konsumen adalah merupakan umat Muslim yang di mana agama Islam
melarang atau mengharamkan pemeluknya untuk memakan daging babi, maka

di sini konsumen selaku umat Islam sangat dirugikan.

Hal seperti ini tidak sesuai dengan ungkapan kuno yang sudah puluhan
tahun bahkan ratusan tahun menjadi slogan dalam kegiatan ekonomi yaitu
konsumen adalah merupakan raja, namun kenyataan memperlihatkan justru

seringkali malah sebaliknya, pelaku usaha atau produsenlah yang menjadi raja,



bahkan konsumen sering kali tidak berdaya manakala menghadapi kenyataan
bahwa konsumen telah membeli salah satu produk atau jasa yang telah

merugikan dirinya.'°

Keadaan yang seperti ini pada beberapa sis menunjukkan adanya
berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai

kedudukan yang "aman".

Posis konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara
internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Mgelis Umum PBB
Nomor A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang Guidelines for Consumer

Protection, yang menyatakan bahwa:

‘Taking into account the interest and needs of consumersin all countries,
particularly those in developing countries, recognizing that consumers often
face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power,
and bearing in mind that consumers should have the right of access to non-
hazardous products, as well as the right to promote just, equitable and
sustainable economic and social development".**

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan
perlindungan hukum yang sifatnya universa juga. Mengingat lemahnya
kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan

produsen yang lebih kuat dalam banyak hal.

Di samping itu, dapat dirumuskan sekurang-kurangnya ada empat alasan

pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

YMuhammad Ridwan, 2014. Penegakan Hak-hak Konsumen Menurut Undang-Undan
Perlindungan Konsume, https://tahkimjurnal syariah.wordpress.com/tag/hak-konsumen/, diakses
tanggal 7 Desember 2016, 23:03 WIB

http://my-hOuse.bl ogspot.co.id/2013/05/tesi s-perli ndungan-hukum-konsumen-dalam.html,
diakses tanggal 21 Oktober 2016, 14:18 WIB
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1. Meindungi konsumen sama artinya melindungi seluruh  bangsa
sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak
negatif penggunaan teknologi.

3. Mdindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat
rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga
untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan

yang berasal dari masyarakat konsumen.*?

Oleh sebab itu dalam kasus penjualan daging sapi dicampur daging babi
hutan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia umunya dan khususnya
bagi masyarakat yang beragama Islam, Karena hak-hak dari konsumen telah
dilanggar dan kewajiban-kwajiban dari produsenpun telah ia langgar sehingga
dalam kasus ini konsumen sangat dirugikan secara material dan imaterial.
Kerugian material dan imaterial di sini maksudnya adalah dimana konsumen
merasa dirugikan karena penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentang
penjualan daging sapi ini dicampuri oleh daging babi hutan, yang dimana
daging babi adalah sesuatu yang sangat diharamkan bagi umat Islam untuk

dikonsumsi tanpa alasan yang dibenarkan oleh gjaran agama Islam.

Jadi dalam hal kasus pemasalahan ini sangat menarik bagi penulis untuk
meneliti bagaimana perlindungan konsumen berkenaan dengan penjualan

daging sapi dicampur daging babi hutan (celeng) karena pembahasan

12 Janus Sidabal ok, Op. Cit. Hal. 5
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perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selau penting untuk

dikaji.

. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Per masalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa
masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelarangan daging babi hutan bagi

umat Islam?

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang beragama

Islam?
c. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani peredaran daging sapi
dicampur daging babi hutan?

d. Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen?

Ruang Lingkup

Penelitian dapat 1ebih terfokus dan terarah sesuai dengan penulis maksud,
maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang
lingkup penelitian, penelitian ini termasuk dalam kajian hukum perdata bisnis.
Dimana dengan objek kajian mengenai bagaimana perlindungan konsumen

berkenaan dengan penjualan daging sapi dicampur daging babi hutan (celeng).
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a  Untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum tentang pelarangan
daging babi hutan bagi umat Islam.

b. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen
yang beragama Islam.

c. Untuk mengandisis bagamana upaya pemerintah dalam menangani
peredaran daging sapi dicampur daging babi hutan

d. Untuk mengandisis upaya hukum seperti apakah yang dapat dilakukan

oleh konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan
kegunaan secara praktis sebagal berikut :
a SecaraTeoritis

Hasil pendlitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengembangan
ilmu hukum perdata yang berguna sebagai peningkatan kompetensi dan
wawasan setelah mengikuti perkuliahan pada Program Pasca Sarjana
Penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan menyerap dan
menguasai teori-teori dibidang ilmu hukum khususnya teori perlindungan

konsumen dan teori hukum perjanjian.
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b. SecaraPraktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam
menyelesalkan permasalahan hak konsumen khususnya perlindungan
konsumen berkenaan dengan penjualan daging sapi dicampur daging babi
hutan (celeng) sehingga penelitian ini juga bermanfaat:
1. Sebaga pendlitian lanjutan pengembangan ilmu hukum perdata khususnya
dalam aspek perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Sebaga bahan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan
sumbangan pengetahuan, pemahaman dan kepastian hukum kepada

masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi konsumen.

. Kerangka Pemikiran

Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti  dalam
mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori
yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak
atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi
teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan
menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.® Teori yang
digunakan dalam penélitian ini:
Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat
penting untuk dikaji, karena okus kajian teori ini pada perlindungan hukum

yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini,

B3Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press), 1986. Hal. 124.
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yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis
maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal
protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie
van de wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan
theorie der rechtliche schutz.*

Secara gramatikal, perlindungan adal ah:

1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam
perundang-undangan berikut. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah
disgjikan rumusan tentang perlindungan. Perlindungan adal ah:

“Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada

korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosid,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara
maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa
aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa
takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberi
perlindungan, meliputi:

1. Pihak keluarga;
2. Advokad;

3. Lembaga sosid;

YSalim, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan
Disertasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016. Hal. 259
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4. Kepolisian,
5. Kgaksaan;
6. Pengadilan; atau
7. Pihak lainnya.
Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Perlindungan sementara; dan
2. Adanya perintah pengadilan.
Perlindungan sementara adal ah:
“Perlindungan yang langsun diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga
sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah
perlingdungan dari pengadilan.”*®
Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh
pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.’® Di samping
rumusan itu, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam
Pelanggara Hak Asasi Manusia yang Berat telah disgikan rumusan
perlindungan. Perlindungan adalah:
“Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak
hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik
maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror,
dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang
pengadilan”.

Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstuksikan sebagai:

1. Bentuk pelayanan; dan

BPasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

18 Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
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2. Subyek yang dilindungi.
Y ang memberikan pelayanan, yaitu:
1. Aparat penegak hukum; atau
2. Aparat keamanan.
Woujud keamanannya, yaitu memberikan rasa aman, baik fisik maupun
mental kepada korban dan saksi.
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adal ah:
“Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang
diruikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”**
Salim dan Erlies Septiana Nurbani mendefinisikan perlindungan hukum

adalah:

“Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek
hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi’*.*®

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikgji dari norma yang tercantum
dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat.

Sgjian di atas, hanya baru menygjikan tentang konsep perlindungan dan
hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak
dalam definis di atas. Oleh karena itu, berikut ini disgjikan definisi teori
perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau

tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek
perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.*®

YSatjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2000. Hal. 54.
18salim, Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. Hal. 262
“Ibid. Hal. 263.
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Unsur-unsur yang tercantum dalam deinisi teori perlindungan hukum,

meliputi:

1. Adanyawujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;

2. Subyek hukum; dan

3. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau

tujuan perlindungan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara

satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

yang menjadi tujuan perlindungan terhadap konsumen, yaitu untuk menjamin

terpenuhinya:

1

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha;
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6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan
keselamantan konsumen.?

Subjek perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
adalah Konsumen. Objek perlindungannya, yaitu hak-hak setiap konsumen.
kalau hak-hak konsumen itu dilanggar, maka konsumen tersebut berhak
mendapatkan perlindungan.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang
berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound
menemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosia (law as tool of sosial
engginering). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan
dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum
menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. Publicinterest (kepentingan umum);

2. Sosial interest (kepentingan masyarakat);

3. Privat interest (kepentingan individual).?

Dari semua uraian di atas bahwasanya perlindungan hukum bagi
masyarakat adalah suatu hal yang penting bagi masyarakat agar terciptanya
tujuan perlindungan hukum, yaitu memberikan rasa aman bagi korban. Rasa
aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa

takut atau khawatir terhadap suatu hal.

“Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K onsumen

24 ili Rasyidi, Filsafat Hukum, 1988. Dalam Salim, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori
Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2016. Hal. 266-
267.
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Kemudia dalam permasalahan penelitian penulis teori perlindungan
hukum merupakan suatu teori yang pas untuk pemasalahan yang akan penulis
teliti, yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap peipuan jual beli

daging celeng berkedok daging sapi.

b. Teori Perjanjian

Perjanjian didefinisikan sebagal hubungan hukum antara dua pihak atau
lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Dalam
praktek jual beli antara penjual dan pembeli atau produsen dan konsumen
apabila ingin bertransaksi maka dalam transaks tersebut terdapat sebuah
perjanjian untuk menyatakan persetujuan atau mengesahkan suatu proses jual
beli tersebut. Adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewgjiban antara
pihak-pihak yang harus dipenuhi berdasarkan yang diperjanjikan. Pemenuhan
perjanjian bertentangan dengan wanprestasi yang tidak boleh dilakukan pihak-
pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestas artinya tidak memenunhi
kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.?

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh
masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis
atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli).

Terjemahan Pasa 1313 Bugerlijk Weebook (BW) dalam Bahasa
Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tirtosudibio pada Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan rumusan tentang

“gydikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty), 1999.
Hal. 110.

ZAbdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010.
Hal. 241.
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kontrak atau perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana
seseorang berjanji pada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling
berjanji akan melaksanakan suatu hal .**

Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka jual beli termasuk perjanjian
yang bersifat konsensuil, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak
sepakat mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum
dibayarkan.”® Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga.
Harga haruslah diartikan sebaai sgjumlah uang yang digunakan (diakui)
sebagal alat pembayaran yang sah sebab apabila tidak demikian, maka tidak
ada perjanjian jua beli melaikan adalah perjanjian tukar menukar.

Sedangkan barang yang menjadi obyek jual beli adalah haruslah barang
yang berada dalam lalu lintas perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal
1332 KUHPerdata. Berdasarkan BW barang, yang menjadi obyek perjanjian
dapat diklasifikasikan menjadi barang yang sudah ada dan barang yang akan
ada (relative dan Absolut).

Pasa 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwasanya syarat sahnya
perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan

4. Suatu sebab yang hala

#R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XV (Jakarta: Intermasa), 1996. Hal. 1.
®Pasal 1548 KUHPerdata
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Perjanjian dirumuskan juga dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan ketentuan
mengenai Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal
1321 KUHPerdata yang berbunyi: tiada sepakat yang sah itu diberikan karena
kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Tanggung jawab
muncul karena adanya hubungan antar pihak yang dituangkan dalam
perjanjian. Teori hukum perjanjian tersebut sangat berkaitan bagi pemecahan
permasalahan perlindungan konsumen terhadap penipuan jua beli daging

celeng yang berkedok daging sapi.

2. Kerangka Konseptual
Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus
pengamatan dalam melaksanakan penelitian.?® Batasan pengertian dari istilah
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan konsumen adalah tindakan yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.?”

b. Jual Beli adalah sebuah perjanjian, yang dimana perjanjian jual beli adalah
perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan
hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumalah uang yang
disebut harga.?®

c. Daging ialah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat

pada tulang yang menjadi bahan makanan. Daging tersusun sebagian besar

%Sperjono Soekanto, Op. Cit. Hal. 103.

“\Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Bandar
Lampung: Unila), 2007. Hal. 33.

“Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung; Alumni), 1986. Hal. 243.
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dari jaringan otot, ditambah dengan lemak yang melekat padanya, urat, serta
tulang rawan.?

d. Celeng Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celeng adalah berasal dari
bahasa Jawa Nomina (kata benda) babi hutan; babi yang liar.*

e. Sapi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sapi adalah binatang
pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar,
dipelihara untuk diambil daging dan susunya.®*

E. Metode Pendlitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.*

1. Pendekatan Masaah
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, informasi didapatkan dari berbagai aspek mengenai
isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya®® Pendekatan masalah
daam penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan dalam
memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (the statue approach). Disamping itu digunakan pendekatan
analisis konsep hukum yaitu mengutip pandangan-pandangan atau
pendapat para ahli yang terdapat pada buku-buku atau literatur yang

relevan dengan permasalahan yang diteliti (analytical and conceptual

“https://id.wikipedia.org/wiki/Daging, diakses tangal 08 September 2016, 02: 21 WIB.

¥Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edis IV (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama) , 2008.

! bid.

*Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: kencana), 2006. Hal. 35.

®Ibid. Hal. 93.
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approach) atau bahan hukum sekunder. Pendekatan ini juga mencari

pembenaran atas suatu teori hukum atau azas-azas yang dapat digunakan

dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu: Teori Perjanjian dan Teori Perlindungan Konsumen.
2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar

yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.

Bahan hukum dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan, yaitu:3*

a. Bahan hukum primer (Primary law Material), yaitu bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan)
atau mempunya kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan
pengadilan).

b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan hukum
yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu
hukum, jurna hukum, laporan hukum, dan media cetak atau
elektronik).

c. Bahan hukum tertier (tertiary law material), yaitu bahan hukum yang
memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¥Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti),
2004. Hal. 82.
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Adapun bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penulisan ini
yaitu buku-buku ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan
pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Serta bhan hukum tertier yang memberi petunjuk maupun penjelasan
dalam penulisan ini adalah kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan
internet yang diuraikan pada halaman akhir penulisan ini.

. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka
(library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan
mengutip dari bahan perpustakaan dan melakukan pengkajian peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Prosedur Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya
diolah dengan tahapan sebagai berikut :
1) Seleks Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui

kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai  dengan

permasal ahan yang diteliti.
2) Klasifikas Data

Penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlakukan dan akurat

untuk kepentingan penelitian.
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3) Penyusunan Data
Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu
kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai
sitematika yang ditetapkan untuk mempermudah interprestasi data.
4) Andisis Data
Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data.
Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini
dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang
mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik
kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat

khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual Béli
1. Definis

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual
dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama
lain bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan
menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukan adanya dua
perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain
membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari
ungkapan tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua
pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.*

Jual beli menurut B.W. adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam
mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas
suatu barang, sedang pihak yang lainnya (s pembeli) berjanji untuk membayar
harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagal imbalan dari perolehan hak milik
tersebut.’

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian jual beli adalah perjanjian
dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas

barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.®

Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi k. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam |slam (Jakarta: Sinar
Grafika), 2004. Hal. 33.

“R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. XI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014. Hal. 1

3Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni), 1986. Hal. 243.
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Saat terjadinya jual beli adalah seketika setelah tercapainya
kesepakatan dari kedua belah pihak atas benda dan harganya meskipun benda
tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Ketentuan ini bisa
disimpulkan dari bunyi Pasal 1458 K UHPerdata.*

Kemudian Menurut pengertian Syari’at, yang dimaksud dengan jua
beli adalah pertukaran harta atas saling rela, atau memindahkan milik dengan
ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).”

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual
karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut
mengenai unsur esensial dan aksidentalia dari perjanjian tersebut.

Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan
aksidentalia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga,
jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jua
beli tersebut jua beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan.
Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian
jua beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga brang
tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang
dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan
tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut
unsur naturalia

Perjanjian jua beli dikatakan pada umunya merupakan perjanjian

konsensual karena ada juga perjanjian formal, yaitu yang meharuskan dibuat

“Rahayu Hartini, Hukum Komersial, Cet. 1l (Malang: UMM Press), 2010. Hal. 43.
*Sayid Sabiq, Figih Sunah, Jilid: 12 (Bandung: PT Al-Ma’rif), 1988. Hal. 47-48.
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dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang
tidak bergerak.

Kesepakan dalam perjanjian jual beli yang pada umunya melahirkan
perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjual
belikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena
apabila yang menjadi objek perjanjian jua beli tersebut adalah barang yang
harus dicoba dulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai
dengan keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan
syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang

menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).

2. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Jual-Beli
Oleh karena perjanjian jua beli ini merupakan perbuatan hukum yang
mempunyai konsekuens terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari
pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan
hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.
a Rukun Jual Beli
Adapun rukun jua beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
yaitu :
1) Pihak-pihak;
2) objek; dan

3) kesepakatan.’

®Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Cet. IV (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada), 2011. Hal. 126-127.
"Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika), 2013. Hal. 89.
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Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jua beli terdiri dari penjual,
pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Objek jua beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang
tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar
maupun yang tidak terdaftar.

Menurut Sayid Sabig, objek akad jual harus mempunya kriteria
sebagal berikut:

1) Benda tersebut suci dan haa (tidak boleh menjual barang yang
diharamkan, seperti miras, bangkai, babi dan patung). Ha ini sesual
dengan hadis Rasulullah saw:

Dari Jabir bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya
Allah mengharamkan jual beli miras, bangkai, babi, dan patung.”

2) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular
dan anjing kecuali yang sudah terlatih yang diunakan untuk berburu)

3) Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjua
barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri). Dalam
ilmu figh hal ini disebut ba’i al-fudhuli.

4) benda tersebut dapat diserahkan. (tidak boleh menjual barang yang tidak
dapat diserahkan, seperti menjua ikan yang mash di ar). Hal ini
dilarang berdasarkan hadis Rasulullah saw berikut:

Dari Ibnu Mas’ud ra. Rasulullah saw bersabda: janganlah kalian membeli
ikan yang masih ada di air, karena hal itu mengandung gharar”

5) Benda tersebut diketahui bentuknya/keberadaanya/spesifikasinya dan

harganyajugasudah jelas.
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6) Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli. ®
b. Syarat Sahnya Jual Beli

Pasa 1320 KUHPerdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya

sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :°
1) Kesepakatan parapihak dalam perjanjian;
2) Kecakapan parapihak dalam perjanjian;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak
yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak
boleh ada paksaan, kekhilapan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog).
Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya
bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah
berusia 18 tahun atau telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan
oleh undang-undang. Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan
sebuah perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya
sedangkan orang yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau
curatornya.

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya
bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan
jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin

untuk dilakukan para pihak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian

8Sayid Sabiq alih bahasa Kamaluddin dkk, Fikih Sunnah 12 (Bandung: Alma’arif), 1997. Hal.
52-63.

®Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan
(Bandung; PT Citra Adytia Bakti), 2001. Hal. 73.
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termaksud harus dilakukan berdasarkan iktikad baik. Berdasarkan Pasa
1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan.
Sebab dalam hal ini adal ah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat
sahnya perjanjian yang bersifat subjektif. Apabila tidak tepenuhi, maka
perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak
membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku. Sedangkan
suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya
perjanjian yang bersifat objektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian
batal demi hukum artinya sgjak semula dianggap tidak pernah ada
perjanjian. Pada kenyataannya, banyak perjanjian yang tidak memenuhi
syarat sahnya perjanjian secara keseluruhan, misalnya unsur kesepakatan
sebagal persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian

pada saat ini telah mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya.

3. Asas-Asas dalam Jual Béli
Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat
dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun
secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:*°
a Asas Kebebasan Berkontrak
Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebaga undang-undang bagi mereka yang

195alim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika), 2003.
Hal. 49
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membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,

2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.**

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di
dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak
asas manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi
perkembangan hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa
sdlah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari
kedua belah pihak.*? Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa
suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara forma melainkan
cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sga Kesepakatan
merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah
pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setigp orang yang membuat

Ypid. Hal. 9.
21 pid. Hal. 10.
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kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak

tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut

mengikat para pihak sebagamana mengikatnya undang-undang.
d. Asasiktikad baik (Goede Trouw)
Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat

(3) KUHPerdata). Iktikad baik ada dua yaitu:

1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A
ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti
cap semut oleh si B.

2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A
ingin membeli motor, kemudian datanglah s B (penampilan preman)
yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si
A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak
legal .12

e. AsasKepribadian
Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian
kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 1317
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.
Namun, menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu :
a. Kebebasan mengadakan perjanjian,
b. Konsensualisme,

c. Kepercayaan,

BHandri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia (Jakarta: Pustaka Y ustisia), 2009. Hal. 45
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d. Kekuatan Mengikat,
e. Persamaan Hukum,
f. Keseimbangan,

0. Kepastian Hukum,

h. Moral

i. Kepatutan

j. Kebiasaan.**

4. Hak dan Kewajiban Penjual
a. Hak Penjud

Hak penjual daam pelaksanaan perjanjian jual beli melaui jasa
perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati
oleh pembeli dari barang yang ia jua. Menurut Pasal 1513 KUHPerdata
menjelaskan bahwa kewgjiban utama pembeli adalah membayar harga
pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal
tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada
umumnya.

Pada Pasal 1517 KUHPerdata diatur juga jika pembeli tidak
membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli
itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. Pembatalan jua beli
dapat dilakukan oleh penjual jika pembeli tidak ada iktikad baik untuk

mel akukan pembayaran.’®

Y“Mariam Darus Badrulzaman, KUHPERDATA Buku |1l (Bandung: Alumni), 2006. Hal. 108-
120.

SAgenpropertisite, https://agenpropertisite.wordpress.com/2015/08/21/hak-dan-kewajiban-
penjual-dan-pembeli, diakses 17 November 2016, 20:49 WIB
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b. Kewajiban Penjual
Terdapat dua kewagjiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila
harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:

1) Kewgjiban penjua untuk menyerahkan barang yang dijual kepada
pembeli,

2) Kewagjiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (vrijwaring),
bahwa barang yang dijua tidak mempunyai sangkutan apapun, baik
yang berupa tuntutan maupun pembedaan.*®

KUHPerdata mengenal tiga jenis benda, dan karena itu ada tiga cara
penyerahan sebagai berikut:

1) Penyerahan benda bergerak (kecuali yang tak bertubuh) menurut Pasal
612 KUHPerdata dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke
levering), atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan di mana benda
berada. Menurut Pasal 612 ayat (2) KUHPerdata penyerahan tidak perlu
dilakukan apabila benda yang harus diserahkan telah dikuasai oleh orang
yang akan menerima penyerahannya, misanya: jua-beli lukisan yang
telah dikuasai pemiliknya.

2) Penyerahan benda yang tak bergerak dilakukan dengan akta notaris
kecuali mengenal tanah yang harus dilakukan dengan akta PPAT (Pegjabat
Pembuat Akta Tanah) sgak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria
dan harus didaftarkan (dilakukan balik nama) di Kanto Kadaster/Kantor

Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961.

Ahmadi Miru, Op. Cit. Hal. 133.
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3) Penyerahan piutang atas nama dan hak lainnya menurut Pasal 613
dilakukan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan (cessi) yang
harus diberitahukan kepada debitor, atau secara tertulis disetujui dan
diakuinya.'’

5. Hak dan Kewajiban Pembéli
a. Hak Pembeli

Hak pembeli yaitu:

1) Jaminan dari penjual mengena kenikmatan tenteram dan damai dan tidak
adanya cacat-cacat tersembunyi.

2) Hak untuk menunda pembayaran harga barang. Dalam ha pembeli
diganggu dalam menikmati barang yang dibelinya oleh tuntutan hukum
berdasarkan hak hipotek atau tuntutan untuk minta kembali barangnya,
ataupun pembeli mempunyai alasan yang patut untuk mengkhawatirkan
bahwa ia akan diganggu dalam penguassannya atas barang yang
dibelinya sampai saat penjual telah menghentikan gangguan itu, kecuali
bilamana penjual memilih memberi jaminan atau telah ditetapkan dalam
perjanjian bahwa pembeli harus membayar biarpun segala gangguan
(Pasal 1516)."®

b. Kewajiban Pembeli
Kewajiban pembeli yaitu:

1) Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan di tempat
menurut perjanjian jual beli (Pasa 1513). Bilamana hal itu tidak
ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 pembayaran

dilakukan di tempat dan pada saat penyerahan barang. Dalam hal ini

YSuryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian (Bandung: Tarsito), 1991. Hal. 9.
®lbid. Hal. 17
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tidak ada ketentuan mengenai penyerahan, maka penyerahan dilakukan di
tempat di mana barang berada saat perjanjian jua beli dibuat. Dalam hal
ini lainnya pembayaran dilakukan ditempat tinggal kreditor (penjual),
sesuai dengan ketentuan bahwa utang uang harus dibayar di tempat
kreditor berdasarkan Pasal 1393 ayat (2).

2) Membayar bunga dari harga pembelian bilamana barang yang dibelinya
dan sudah diserahkan kepadanya akan tetapi belum dibayar olehnya,
memberi hasil atau pendapat lainnya, walaupun tidak ada ketentuan
mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli (Pasal 1515).

3) Melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri apabila tidak diatur
caralain dalam perjanjian jual beli (Pasal 1476), misalnya: pembeli minta
supaya barang diantar sampai rumahnya atas biaya penjual.*

6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu,
dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai aat bukti
apabila terjadi perselisthan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang
menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti
maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya
semata-mata merupakan alat pembuktian sga, tetapi merupakan syarat untuk
adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas

harus dengan akta Notaris. Bentuk perjanjian jua beli ada dua yaitu:

¥1pid. Hal. 16-17.
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a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat
untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jua beli yang
dilakukan secara lisan.

b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya
dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan

Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawal umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya

Mengenai Akta Autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata. Berdasarkan inisiatif pembuatnya akta autentik dibagi

menjadi dua, yaitu:

a. AktaPgabat (acte amtelijke)

Akta Pegabat adalah akta yang dibuat oleh pegabat yang diberi
wewenang untuk itu dengan mana peabat tersebut menerangkan apa
yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya tidak berasal
dari orang yang namanya diterangkan di dalam aktaitu. Contohnya Akta
Kelahiran.

b. AktaParaPihak (acte partij)

Akta Para Pihak adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para
pihak di hadapan peabat yang berwenang. Contohnya akta sewa

menyewa.

“Handri Rahardjo, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit (Yogyakarta: Pustaka
Y ustisia), 2003. Hal. 10
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Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat untuk tujuan
pembuktian namun tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.®
Akta di bawah tangan mempunya kekuatan pembuktian berdasarkan
pengakuan dari para pihak yang membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan
pembuktian akta di bawah tangan dapat dipersamakan dengan akta
autentik sepanjang para pembuat akta dibawah tangan mengakui dan
membenarkan apa yang telah ditandatanganinya. Dengan kata lain akta di
bawah tangan merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan
hukum  pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak  yang
menandatanganinya sehingga agar akta perjanjian tersebut tidak mudah
dibantah, maka diperlukan pelegaisasian oleh notaris, agar memiliki
kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik.

Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta
autentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta
di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan
keasliannya, sedangkan akta autentik selalu dianggap adi, kecudl
terbukti kepalsuannya.® Maksudnya adalah bahwa jika suatu akta di
bawah tangan disangkal oleh pihak lain, pemegang akta di bawah tangan
harus dapat membuktikan keaslian dari akta di bawah tangan tersebut,
Sedangkan apabila akta autentik disangkal oleh pihak lain, pemegang
akta autentik tidak perlu membuktikan keaslian akta tersebut tetapi pihak
yang menyangkali yang harus membuktikan bahwa akta autentik tersebut

adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut

“!lpid. Hal. 10
ZAhmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada), 2007. Hal. 15.
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pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta autentik adalah

pembuktian kepal suan.

7. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Pertama perlu dipahamkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan
dengan risiko itu.

Menurut Ahmadi Miru risiko adalah kerugian yang timbul di luar
kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jua beli
kerugian itu timbul di luar kesalahan pihak penjual maupun pihak pembeli,
misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau kebanjiran
sebelum penyerahan.?®

Sedangkan menurut Subekti risko adalah  kewajiban memikul
kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan
salah satu pihak. Misalnya: barang yang diperjua belikan musnah diperjalanan
karena kapal laut yang mengangkutnya keram ditengah laut akibat serangan
badai. Atau sebuah rumah yang sedang dipersewakan terbakar habis karena
“kortdluiting” aliran listrik. Siapakah yang (menurut hukum) harus memikul
kerugian-kerugian tersebut? Inilah persoalan yang dengan suatu istilah hukum
dinamakan persoaan resiko itu.?* Pihak yang menderita karena barang yang
menjadi obyek perjgjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan
diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya
untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul risiko atas

barang tersebuit.

2| bid. Hal. 130.
#R. Subekti, Op. Cit. Hal. 24
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Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu
peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam
hukum dinamakan “keadaan memaksa” (““Overmacht”, “Force majeur”).
Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan buntut dari
persoal an tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak
dapat diduga.

Mengenai risiko dalam jual beli diatur di dalam Undang-undang
KUHPerdata, yaitu:*

1. Benda tertentu yang dijual-belikan tetapi musnah karena keadaan
memaksa sebelum dilakukan penyerahan, menurut Pasal 1460 risikonya
harus dipikul oleh pembeli. Sebuah contoh: perjanjian jual beli sapi telah
dibuat walaupun sapi belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sapi
masih berada di ladang rumput penjua dan di situ sapi disambar petir
sehingga mati terbakar. Kepada sapakah risiko kematian sapi harus
dibebankan yang dipersebabkan oleh peristiwa di luar kesalahan kedua
belah pihak, kepada penjualkah atau kepada pembeli?

Menurut Pasal 1460 risko harus dipikul oleh pembeli, bukankah sapi
merupakan barang tertentu? Pembeli harus bayar harga sapi penuh,
sedangkan ia hanya menerima sisa-sisa sapi yang mungkin hanya terdiri
dari tanduk, tulang dan kulit. Di muka pengadilan penjual harus menuntut
pembayaran harga sapi penuh dari pembeli dengan menyerahkan sisa-sisa
sapi kepadanya. Penjua tidak boleh menuntut pembayaran harga sapi

dengan nilal sisa-sisa sapi. Apakah adil dalam hal demikian risko matinya

“suryodiningrat, Op. Cit. Hal. 18
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sapi harus dipikul oleh pembeli yang harus membayar harga sapi penuh,
sedangkan pembeli hanya menerima sisa-sisa sapi?

Dalam Code Civil Perancis hak milik sudah pindah dari penjual kepada
pembeli pada saat kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai
barang dan harganya (Pasal 1583 Code Civil Perancis). Dalam sistem
Code Civil memang sudah layaknya bilamana risiko dipikul oleh pembeli
sebagai pemilik, akan tetapi dalam sistem KUHPerdata hak milik baru
beralih dari penjua kepada pembeli setelah dilakukan formalitas
penyerahan secara nyata (feitelijke levering) dan penyerahan menurut
hukum (juridise levering).

Maka dari itu di negeri Belanda telah banyak didengar suara untuk tidak
memberlakukan Pasal 1460 bilamana penyerahan tidak mungkin
dilaksanakan, misalnya: karena ada larangan ekspor Pemerintah.

Juga di Indonesia Pasal 1460 dianggap tidak adil karena itu Mahkamah
Agung dengan surat Edaran Nomor 3/1963 menganjurkan kepada para
hakim agar antara lain Pasal 1460 tidak diberlakukan.?

Menurut hukum adat di daerah Gunung Kidul Daerah Istimewa
Y ogyakarta hal sigpakah yang harus memikul risiko matinya sapi karena
disamber petir di sawah penjual sapi itu bergantung kepada keadaan.
Apabila penyerahan sapi ditunda selama seminggu atas permintaan penjual
untuk keperluan membajak sawahnya, maka resiko matinya sapi karena
disambar petir di sawah penjual sapi dalam tenggang waktu seminggu itu

dipikul oleh penjual. Sebaliknya bilamana penyerahan sapi itu ditunda

R, Subekti, Op. Cit. Hal. 27.
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selama seminggu atas permintaan pembeli  untuk penyelesaian
pembangunan kandang sapi, maka risiko matinya sapi dalam hal tersebut
dipikul oleh pembeli.

. Mengenai benda yang dijual-belikan atas dasar jumlah, berat atau ukuran,
maka dalam hal musnahnya benda karena keadaan memaksa risiko dipikul
oleh penjual sampai pada saat penghitungan, penimbangan dan
pengukuran, dan setelah saat itu risiko harus dipikul oleh pembeli menurut
Pasa 1461. Alasannya adalah bahwa barang yang belum dihitung,
ditimbang atau diukur itu belum disisihkan untuk pembeli, dan karenanya
masih merupakan milik penjual selaku pemilik yang harus memikul risiko.
Sebaliknya bilamana benda sudah dihitung, ditimbang atau diukur yang
berarti benda-benda telah disisihkan untuk pembeli, maka risiko harus
dipikul oleh pembeli.

. Mengena barang yang dijual-belikan menurut tumpukan, maka menurut
Pasal 1462 barang itu sudah dikhususkan bagi pembeli, dan karena itu
rissko harus dipikul oleh pembeli. Misalnya: semua padi dalam gudang
tertentu dijual-belikan dengan harga Rp. 2 juta, maka risiko kebakaran
gudang dan padi yang berada di dalamnya harus dipikul oleh pembeli,
bukankah tumpukan padi itu merupakan barang tertentu seperti termasuk
daam Pasa 1460 sehingga kita dapat katakan bahwa Pasa 1462
merupakan pel aksanaan Pasal 1460.

Menurut R. Subekti berpindahnya risiko otomatis dari penjua kepada
pembeli setelah dilakukan penghitungan, penimbangan atau pengukuran

termasuk dalam Pasal 1461 merupakan ketidak-adilan seperti halnya
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dalam Pasal 1460. Begitu pula ketentuan tentang barang tumpukan tidak
adil karena barang tumpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari
barangg-barang tertentu seperti termasuk dalam Pasal 1460. Selanjutnya
Subekti menarik kesimpulan bahwa selama belum dilakukan penyerahan
(levering) barang jenis apapun, risikonya masih harus dipikul oleh penjual
yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis
diserahkan kepada pembeli.?’
B. Pengertian Makanan Halal
1. Makanan Yang Tidak Halal Dalam Agama | slam

Pada permasalahan pengkonsumsian makanan, sumber hukum Islam
(Al-Qur’an) telah telah menyebutkan dua hukum yaitu halal dan haram. Halal
adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul (ikatan) yang membahayakan
dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Haram adalah sesuatu yang
Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang
menentangnya akan akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan
terkadang iajugaterancam sanks syariah di duniaini.

Seiring kemguan iptek, banyak jenis olahan pangan yang tidak
disebutkan dalam sumber hukum Islam. Di sinilah peran para ulama melalui
ijtihad dalam menetapkan hukum mengkonsums makanan. Penetapan tersebut
sgjalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang Hukum Halal dan Haram. Prinsip-
prinsip tersebut antaralain:

a. Padadasarnya, segala sesuatu boleh hukumnya;

b. Penghaaan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT;

2| bid. Hal. 28.
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c. Mengharamkan yang halal dan menghaakan yang haram itu termasuk
perilaku syirik kepada Allah SWT;
d. Sesuatu diharamkan karenaiaburuk dan berbahaya;
e. Pada sesuatu yang yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi
membutuhkan yang haram;
f. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula
hukumnya;
g. Menyiasati yang haram, haram hukumnya;
h. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram;
i. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram;
j. Yang haram adalah haram untuk semua; dan
k. Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh.?®
Semenjak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang
yang beragam menyangkut apa yang mereka makan dan minum dan
menyangkut apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan, terutama menyangkut
daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasa dari
tumbuhan, perbedaan yang terjadi di antara mereka tidaklah banyak. Islam
tidaklah mengharamkannya selain makanan dan minuman yang telah berubah
menjadi khamr, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, atau bahan-bahan
lain. Selain itu, Islam mengharamkan sesuatu yang menyebabkan mabuk, tidak

berdaya, dan semua yang merusak tubuh.?

“ttp://herwandybaharuddi nsaade. bl ogspot.co.id/2014/05/makal ah-optimalisasi-
perlindungan.html, diakses tanggal 18 Januari 2017, 08:34 WIB.

2y usuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, Wahid Ahmadi, dkk. (penerjemah) (Surakarta:
Eralntermedia), 2007. Hal. 31-69.



46

Dalam ayat Al-Qur’an, Allah SWT memerintahkan untuk memakan
makanan baik yang berasal dari tumbuhan maupun dari hewan yang haal,

sebagaimana terdapat pada surah Al-Bagarah ayat 168:
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“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Bagarah:

168)*°

<

G bl ed AT A o4 s Ejﬁfﬂlvﬂjévd\julv_ﬁa.iéé}ml

=, & s NPT R P
(2 25 g Al O] i‘vj"p-’,lm;‘l-" Vs L

N
%_\

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging
babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.
Tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-
Bagarah: 173)*

Kemudian secara lebih terperinci, daam surah Al-Ma’idah ayat 3

disebutkan jenis-jenis makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi.

%Al-Qur’an Surat Al Bagarah Ayat : 168
$IAl-Qur’an Surat Al Bagarah Ayat : 173
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“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini
telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka
barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ma’idah:
3)32
Di dalam ayat-ayat tersebut, disebutkan bahwa diharamkan untuk
memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih atas nama
selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan

diterkam binatang buas kecuali yang sempat untuk disembelih.

*Al-Qur’an Surat Al Ma’idah : 3
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2. Makanan Yang Tidak Halal Dalam Per spektif K esehatan

Dalam perspektif kesehatan, jenis-jenis makanan yang tidak hala
dalam agama Islam juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan seseorang
yang mengkonsumsinya. Walaupun belum banyak penelitian yang menjelaskan
hal tersebut, namun tidak menjadi alasan untuk mengabaikan perintah
menjauhkan diri dari makanan yang tidak haa. Akan tetapi, pada
kenyataannya masih terdapat pengkonsumsian makanan yang tidak hala baik
secara sengaja maupun tidak sengaja, antaralain;®
a. Bangkai ;

Tentang makanan yang tidak halal, Al-Qur’an menyebutkan yang
pertama kali adalah bangkai. Bangkai merupakan binatang yang mati secara
wagjar dengan sendirinya tanpa adanya faktor kesengajaan yang berasal dari
luar. Kematiannya tidak disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti sengaja
disembelih atau diburu. Binatang yang mati dengan sendirinya, kemungkinan
besar disebabkan karena umurnya sudah tua, sudah sangat lemah, kecelakaan,
memakan tumbuhan yang beracun, kepunahan aami atau musibah lainnya
Semua itu tidak dapat dijamin kehalalannya. Bangkai yang diharamkan untuk
dimakan adalah bangkal binatang darat.

Daam surah Al-Maidah ayat 3, disebutkan macam-macam bangkai,
antaralain:

1) Munkhanigah, merupakan binatang yang mati karena tercekik. Bisa
karena disenggja dijerat dengan tali atau karena kepalanya masuk ke

lubang;

*http://herwandybaharuddi nsaade.bl ogspot.co.id/2014/05/makal ah-optimalisasi-
perlindungan.html, diakses tanggal 18 Januari 2017, 08:34 WIB.
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2) Mauquudah, adalah binatang yang dipukul dengan tongkat atau
semisalnya hingga mati;

3) Mutaraddiyah, adalah binatang yang mati karena terjatuh dari tempat
yang tinggi, atau jatuh ke dasar sumur;

4) Nathihah, merupakan binatang yang ditanduk oleh binatang lain lalu
mati; dan

5) Binatang yang sebagian anggota tubuhnya dimakan oleh binatang buas
lalu mati.

Namun, ketika binatang tersebut sudah terkapar namun masih hidup,
lalu disembelih dengan cara islami maka binatang tersebut halal untuk
dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah SWT, “Kecuali yang kalian sempat
menyembelihnya”*

Bangka binatang kerap menjadi masalah ketika bangka tersebut
diperjual belikan dalam masyarakat. Dengan alasan efektif dan ekonomis,
bangkal diperjua belikan di pasar. Sebelum dijual, bangkai binatang dimasak
terlebih dahulu dan dijual dalam keadaan sudah dibumbui dan siap untuk
langsung dimasak. Bangkai yang biasa dijua adalah bangkai ayam. Namun
konsumen biasanya tidak mengetahui daging yang dijua tersebut adalah
bangkai. Jika pedagang memberitahu bahwa daging tersebut adalah bangkai,
konsumen tidak akan membeli daging tersebut. Di sinilah kekuasaan pedagang
untuk menyembunyikan informasi tersebut demi keuntungan pedagang tanpa

memperhatikan kerugian yang akan diderita oleh konsumen.

Y usuf Qardhawi tejemah Wahid Ahmadi, dkk. Op., Cit. Hal, 74-78
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Padahal pengkonsumsian bangkai memiliki dampak buruk bagi
kesehatan. Bangkai adalah hewan yang tidak melalui proses penyembelihan,
maka darah yang ada dalam tubuh hewan tersebut sebagian besar tidak
mengalir keluar, melainkan menyatu di dalam urat, limpa dan juga hati. Darah
ini akan mengkontaminasi daging sehingga daging tercampur dengan darah.
Berbeda dengan hewan halal yang dipotong urat nadi yang terdapat di
lehernya, sehingga seluruh darahnya ke luar. Dengan cara itu, kematian hewan
tadi karena kehabisan darah, bukan karena organ vitalnya cedera. Sebab, jika
organ-organnya, misalnya, jantung, hati, atau otaknya dirusak, hewan tersebut
mati tapi darahnya menggumpal dalam urat-uratnya, sehingga dagingnya
tercemar oleh asam urat.

b. Darah

Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, yakni yang
keluar dari tubuh hewan. Sedangkan darah yang tersisa pada urat dan tubuh
atau yang tersisa dalam hati ataupun limpa setelah hewan itu disembelih, maka
hukum darah itu menjadi mubah dan boleh memakannya bersama daging yang
dilekatinya. Dengan aasan, darah yang telah melekat di daging sulit untuk
dipisahkan. Darah merupakan cairan tubuh yang mengangkut oksigen dan
nutris yang dibutuhkan oleh se-se tubuh dan juga mengangkut
karbondioksida, zat-zat sisa metabolisme tubuh, obat-obatan dan bahan kimia
lain untuk diuraikan di dalam organ hati dan disaring di dalam organ ginjd
untuk selanjutnya dibuang sebagai air seni. Darah mengandung eritrosit (sel

darah merah), trombosit (keping-keping darah) dan leukosit (sel darah putih).



51

Mengkonsums darah sudah menjadi tradisi bukan hanya di sebagian
masyarakat di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti Vietnam, Irlandia,
Amerika Utara, dan lainnya. Darah diolah sebagai campuran susu, campuran
nasi, sup, sampai dengan makanan penutup seperti puding. Tradisi masyarakat
yang mengkonsumsi darah atau marus atau dideh, jelas diharamkan dalam
agama Idlam. Dari perspektif kesehatan, darah juga mengandung uric acid
(asam urat) berkadar tinggi. Asam urat adalah senyawa kimia beracun yang
berbahaya bagi kesehatan. Asam urat merupakan sampah dalam darah yang
terbentuk akibat metabolisme tubuh yang tidak sempurna, sehingga terjadi
penumpukan purin yang berasal dari makanan. Asam urat mengakibatkan
penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan lainnya.

c. Daging Babi ;

Hewan babi tergolong dalam hewan yang hukumnya haram jika
dikonsumsi. Selain dari cara penyembelihan babi yang tidak sesuai dengan
ketentuan agama Islam karena tidak memiliki leher, babi juga memiliki
kandungan yang membahayakan kesehatan.

Karena kekotorannya, babi merupakan inang perantara dari beberapa
penyakit parasit yang kemudian dapat ditularkan kepada manusia. Dalam
daging babi, kadang-kadang ditemukan kista cacing Taenia solium dan kista
cacing Trichinella spiralis. Keduanya dapat menimbulkan penyakit parasit pada
tubuh manusia.

Taenia solium adalah sgjenis cacing pita yang hidup dalam usus babi.
Kepalanya sebesar jarum pentul dan mempunyai empat aat penghisap yang

mengait pada dinding usus. Tubuhnya pipih seperti pita, beruas-ruas dan
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panjangnya dapat mencapai dua sampai delapan meter. Telurnya berjumlah
ribuan dan tiap telur mengandung larva. Larva akan menembus dinding usus
babi, masuk pembuluh darah hingga mencapai otot atau diging, yang kemudian
membentuk kista yang berupa gelembung. Bila seseorang memakan daging
babi yang mengandung kista dan tidak dimasak dengan sempurna, maka orang
itu akan menderita penyakit cacing pita. Kepala Taenia solium menempel pada
dinding usus dan menghisap zat-zat gizi sehingga penderita mengalami
kekurangan gizi dan tidak bertenaga. Trichinella spiralis juga sgenis cacing
yang hidup dalam usus babi berukuran kecil hanya beberapa sentimeter. Daur
hidupnya hampir sama dengan cacing pita, yakni larvanya menembus dinding
usus babi, mengikuti aliran darah dan tinggal di jaringan otot atau daging dan
membentuk kista dan tetap infektif hingga beberapa tahun.
C. Perbedaan Antara Daging Sapi dan Daging Babi
Menurut Dr. Ir. Joko Hermanto, Guru besar Departemen IImu dan

Teknologi Pangan IPB, setidaknya ada 5 aspek yang secara kasat mata bisa
kita gunakan untuk membedakan daging sapi dan daging babi.®

1. Dari Segi Warna

Gambar 1. Perbedaan penampakan warna antara daging sapi dan babi

Daging Babi (Warna pucat) Daging Sapi (Warna lebih merah)

**https://islamisl ogic.wordpress.com/2012/12/15/6-cara-membedakan-daging-sapi-dengan-
daging-babi/ , diakses tanggal 27 februari 2017, 21:22 WIB
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Terlihat daging babi memiliki warna yang lebih pucat dari daging sapi

(lihat gambar 1 diatas), warna daging babi mendekati warna daging ayam.

Namun perbedaan ini tak dapat dijadikan pegangan, karena warna
pada daging babi oplosan biasanya dikamuflase dengan pelumuran darah sapi,

walau kamuflase in dapat dihilangkan dengan perendaman dengan air.

Selain itu, ada bagian tertentu dari daging babi yang warnanya mirip

sekali dengan daging sapi sehingga sangat sulit membedakannya.

2. Dari Segi Serat Daging

Gambar 2. Perbedaaan penampakan serat antar daging babi dan sapi

=— —

Daging babi Daging sapi

Perbedaan terlihat dengan jelas antara kedua daging. Pada sapi, serat-

serat daging tampak padat dan garis-garis seratnyaterlihat jelas.

Sedangkan pada daging babi, serat-seratnya terlihat samar dan sangat
renggang. Perbedaan ini semakin jelas ketika kedua daging direnggangkan

bersama (lihat gambar 2 diatas).
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3. Dari Penampakan Lemak

Gambar 3. Perbedaan penampakan lemak daging babi dan sapi

Kaku dan berscrat

Daging bbi Daging sapi
Perbedaan terdapat pada tingkat keelastisannya. Daging babi memiliki
tekstur lemak yang lebih elastis sementara lemak sapi lebih kaku dan

berbentuk.

Selain itu lemak pada babi sangat basah dan sulit dilepas dari
dagingnya sementara lemak daging agak kering dan tampak berserat (lihat

gambar 3).

Namun kita harus hati-hati pula bahwa pada bagian tertentu seperti

ginjal, penampakkan lemak babi hampir mirip dengan lemak sapi.



55

4. Dari Segi Tekstur

Gambar 4. Perbedaan tekstur daging babi dan sapi

- el g = - i

Daging sapi

sapi memiliki tekstur yang lebih kaku dan padat dibanding dengan

daging babi yang lembek dan mudah diregangkan (lihat gambar 4 diatas).

Melalui perbedaan ini sebenarnya ketika kita memegangnya pun
sudah terasa perbedaan yang nyata antar keduanya karena terasa sekali daging
babi sangat kenyal dan mudah di “biye” kan. Sementara daging sapi terasa

solid dan keras sehingga cukup sulit untuk diregangkan.

5. Dari Segi Aroma

Terdapat sedikit perbedaan antara keduanya. Daging babi memiliki
aroma khas tersendiri, sementara aroma daging sapi adalah anyir seperti yang
telah kita ketahui. Segi bau inilah yang -menurut pak Joko- sebenarnya senjata

paling ampuh untuk membedakan antar kedua daging ini.

Karena walaupun warna telah dikamuflase dan dicampur antar

keduanya, namun aroma kedua daging ini tetap dapat dibedakan. Sayangnya



56

kemampuan membedakan melalui aromanya ini membutuhkan latihan yang
berulang-ulang karena memang perbedaannyatidak terlalu signifikan.

D. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen
1. Produsen atau Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan
barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir,
leveransir, dan pengecer profesional,* yaitu setiap orang/badan yang ikut serta
dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.*’ sifat
profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban
dari produsen.

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku
usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk sgja, tetapi juga mereka yang
terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ditangan
konsumen. dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen,
produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dengan hubungannya dengan
produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah
mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan
olahan) itu hingga ke tangan konsumen. mereka itu adalah: pabrik (pembuat),
distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum.®®

Pasa 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai

®Agnes M. Toar dalam Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014. Hal. 13
$Harry Duintjer Tebbens dalam Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di
Ind(e’)geﬂa (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014. Hal. 13
Ibid.
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istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan
sebagal berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yan didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, bak sendiri maupun bersama-sama meaui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan: (korporasi) dalam
segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan
swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor; dan lain-
lain.

Sebagal penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak
yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang
ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama

seperti seorang produsen.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara harfiah, kata “perlindungan” mempunyai beberapa arti antara
lain tempat berlindung, perbuatan penyelamatan, memberi pertolongan,
membuat sesuatu menjadi aman.*

Hukum menurut M.H Tirtaadmidja adalah semua aturan atau norma
yang harus diatur dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan
dengan ancaman mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan tersebut,
akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan

kemerdekaannya, denda dan sebagainya.®°

®Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka), 1998. Hal. 526.
“°K ansil, Perlindungan Hukum Konsumen (Jakarta: Intermasa), 1981. Hal. 15.
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Perlindungan hukum di sini, merupakan perlindungan yang diberikan
kepada konsumen agar suatu produk barang dan/atau jasa yang beredar dan
digunakan konsumen dapat dijamin keamanan dan kualitasnya. Selain itu, agar
konsumen tidak mendapat kerugian dalam lalulintas ekonomi.

3. Pengertian Konsumen dan Batasan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari consumer (Inggris-
Amerika) atau consument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument
itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer
adalah (lawan dari produsen) setigp orang yang menggunakan barang. Tujuan
penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok
mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.**

Di Indonesia telah banyak diselenggarakan study, baik yang bersifat
akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu
peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam
naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah pembahasan rancangan
peraturan perundang-undangan, cukup banyak dibahas dan dibicarakan tentang
berbagal peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen.
dari naskah-naskah akademik itu yang patut mendapat perhatian, antaralain:*
a. Badan Pembinaan Hukum Nasiona-Departemen Kehakiman (BPHN),

menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakaian akhir dari
barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak

untuk diperjual-belikan.

“Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media),
2001. Hal. 3.
“|bid. Hal. 9-10
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b. Batasan konsumen dari Y ayasan Lemabaga Konsumen Indonesia:

Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan
kembali.

C. Sedang dalam naskah akademis yang dipersigpkan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan Departemen
Perdagangan RI, berbunyi:

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang
untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Peraturan perundang-undangan negara lain, memberkan berbagai
perbandingan. Umumnya dibedakan antara konsumen antara dan konsumen
akhir. Dalam merumuskannya, ada yang secara tegas mendefinisikannya dalam
ketentuan umum perundang-undangan tertenu, ada pula yang termuat dalam
Pasal tertentu bersama-sama dengan pengaturan sesuatu bentuk hubungan
hukum.®®

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, Kkata
“konsumen” yang berasal dari consumer sebenarnya berarti “pemakai”.
Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagal
“korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan
pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena
perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan

pemakai.**

43 .
Ibid.
“Agus Brotosusilo, Makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem
Hukum di Indonesia dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen
(Jakarta: Sinar Grafika), 1998. Hal. 23.
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Menrurut Az. Nasution pengertian konsumen diberi batasan menjadi
Konsumen, Konsumen antara, dan Konsumen akhir. Pengertian dari ketiganya
adalah:®
a. Konsumen adalah setigp orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk

tujuan tertentu.

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau
jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa untuk
diperdagangkan (tujuan komersil).

c. Konsumen akhir adalah setigp orang alami yang mendapatkan dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk

diperdagangkan kembali (non komersil).

Batasan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen
adalah setigp orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

4. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipaka untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam
usaha untuk memenuhi kebutuhan dari ha-hal yang dapat merugikan

konsumen itu sendiri.

“*Az. Nasution, Op. Cit. Hal. 13
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Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*®

Kata kunci (key word) dari rumusan tersebut adalah “segala upaya”. Rumusan

ini mempunyai makna yang luas, sehingga tidak jelas bentuk dan ragamnya.

Bandingkan dengan arti perlindungan menurut kamus bahasa di atas, yang

mengartikan perlindungan dengan rumusan yang lebih jelas, ialah tindakan

melindungi (the act of protecting). Ada baiknya, kata kata tindakan
menggantikan rumusan “segala upaya” agar maknanya menjadi lebih jelas, jadi
perlindungan konsumen adalah tindakan yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*’.

Cakupan perlindungan dalam dua aspek dapat dijelaskan sebagal
berikut:

a. Perlindungan kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa
yang tidak sesua dengan apa yang telah disepakati atau melanggar
ketentuan undang-undang.

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat
yang tidak adil.®®

Daam ha ini termasuk persoalan-persoalan promos dan periklanan,

standar kontrak, harga, layanan penjual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan

“®Engga Prayogi, dan RN Superteam, 233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis (Y ogyakarta:
Pustaka Y ustisia), 2011. Hal. 135.

“"Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Bandar
Lampung: Unila), 2007. Hal. 33.

“®http://il mu-hukum-indonesi a.bl ogspot.co.id/2011/05/hukum-perlindungan-konsumen.html,

Diaksestanggal 7 Desember 2016, 22:44 WIB
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dengan prilaku produsen produsen dlam memproduks dan mengedarkan
barangnya.

Biasanya syarat-syarat perjanjian itu telah tertuang dalam formulir
yang sudah dipersigpkan terlebih dahulu yang dicetak sedemikian rupa
sehingga kadang-kadang tidak terbaca dan sulit dimengerti.

5. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat
mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999
Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang Perlindungan Konsumen
dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki
dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar
hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan
dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak

konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan
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agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan
hak-hak konsumen.*

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru dimulai pada
tahun 1970, hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen
(YLK) pada bulan Mei 1973. Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa
mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promos untuk
memperlancar barangbarang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat,
maka kegiatan promos ini harus diimbangi dengan langkah-langkah
pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas terjamin. Adanya
keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang
rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh
usaha untuk melindungi konsumen, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan
cita-citaitu.>

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen
di Indonesia, ada beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar bagi
penegakan hukum perlindungan konsumen. Peraturan-peraturan tersebut

adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Staatblad Tahun
1847 Nomor 23, Bagian Hukum Perikatan (Buku 111), khususnya mengenai
wanprestasi (Pasal 1236 dan seterusnya) dan perbuatan melawan hukum
(Pasal 1365 dan seterusnya).

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

“‘Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia), 2008. Hal. 4.
*Gunawan Widjaya dan Ahmad Y ani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama), 2001. Hal. 12-13.
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¢) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang
Barang menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;

d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah
Daerah;

€) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

f) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

h) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang K etenagalistrikan;

i) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

j) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang K esehatan;

k) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Agreement Establishing the
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia);

[) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang
sekarang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;

m) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang sekarang
telah diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

n) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;,

0) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas

Undangundang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
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p) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Perubahan atas
Undangundang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten dan telah direvisi
menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001,

g) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Hak Merek dan telah direvis
menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001,

r) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

s) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;

t) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjaan yang
telah direvis menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997. Dan

u) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
maka peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen yang lainnya
telah diunifikasi.®® Esensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur
prilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara
hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen
yang dilakukan melaui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan

norma hukum perlindungan konsumen. Pada sis lain diharapkan dapat

*!lpid. Hal. 20-21.
*Endang Sri Wahyu, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2001.
Hal. 89.
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menumbuh kembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab, serta
peningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam upaya memberikan
perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi
muatan Undang-Undang yaitu mengenai larangan-larangan, tanggungjawab
produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian

sengketa dan tentang ketentuan pidana.*

6. Hak dan Kewajiban Konsumen
a) Hak Konsumen

Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu
pengertian hak. Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan
hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan
kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan
pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh

hukum dalam melaksanakannya.>

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal.>® Pertama, dari kodrat
manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk
ciptaan Allah, manusia mempunyai sgumlah hak sebagai manusia dan
untuk mempertahankan kemanusiannya, misalnya hak untuk hidup,

kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut hak asasi.

*Nurmadijito, Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen
(Bandung: Mandar Maju), 2000. Hal. 31
**sudikno Mertokusumo dalam Janus Sidabal ok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
(Bagsdung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014. Hal. 29.
Ibid.



67

Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan
dari hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga
negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak yang
dalam artian yuridis (juga disebut sebaga hak dalam artian sempit).
Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk

mendirikan bangunan, dan sebagainya.

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan
orang lain melaui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang
meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai
hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasa dari hubungan
kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang
dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum. Karena itu, hak ini

juga masuk dalam hak hukum.

Secara tradisional dikenal dua macam perbedaan atau
pengelompokan hak, yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap
manusia sebagai manusia (disebut hak asas) dan hak yang ada pada
manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-
undang (disebut hak hukum).>® Hak asasi tidak perlu direbut sebab ada dan
seldu ada, selama ia masih manusia; keadaannya tidka bergantung pada
persetujuan orang atau pun undang-undang negara. Terhadap hak asas,

hukum negara hanya boleh dan bahkan wajib mengatur pemenuhannya,

*Theo Huijbers dalam Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014. Hal. 30.



68

sedangkan untuk meniadakan bahkan menghapuskan hak asasi melaui

hukum, tidak dibenarkan.

Hak hukum adalah hak yang bersumber, baik dari hukum maupun
perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak
kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas suatu benda yang
dapat dipertahankan terhadap setiap orang, misanya, hak milik. Sedangkan
hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap
seseorang. Dalam hukum Romawi, keduanya disebut dengan actiones in
rem untuk tuntutan kebendaan dan actiones in personam untuk tuntutan

perorangan.”’

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sgjumlah hak
dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar
orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya,
jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan
menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh
untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya
tinggal diam sgja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh

pelaku usaha.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang
pernah disampaikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F.
Kennedy dalam pidatonya di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun

1962, yaitu:

*" R. Subekti dalam Janus Sidabal ok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti), 2014. Hal. 30.
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1) Hak memperoleh keamanan (the right to safety);
2) Hak memilih (the right to choose);
3) Hak mendapat informasi (the right to be informed);
4) Hak untuk didengar (the right to be heard).*®

Empat hak dasar diakui secara international. Dalam
perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam
The International Organization of Consumer Union (I0CU) menambahkan
lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak
mendapatkan anti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat.*®

Kemudian dalam kaitannya hak-hak dasar konsumen yang perlu
dilindungi, Masyarakat Ekonomi Eropa juga menetapkan hak-hak dasar
konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di
dalam perundang-undangan negara-negara Eropa, yaitu;
1) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2) Hak perlindugan kepentingan ekonomi;
3) Hak mendapat ganti rugi;
4) Hak untuk didengar.®

Di dalam Pedoman Perlindungan bagi Konsumen yang dikeluarkan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-Guidelines for Consumer Protection)
melalui Resolus PBB Nomor 39/248 pada 9 april 1985, pada bagian |1

tentang Prinsip-Prinsip Umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-

*Shidarta dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar
Grafika), 2011. Hal. 30.

*Ibid. Hal. 31.

% Janus Sidabal ok, Op. Cit. Hal. 31.
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kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di

dunia adalah;

1) Perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan
keamanan,

2) Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;

3) Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat
memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya;

4) Pendidikan konsumen;

5) Tersedianya ganti rugi bagi konsumen;

6) Kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau lembaga lain
yang sgenis dan memberikan kesempatan bagi |lembaga-lembaga
tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses
pengambilan putusan.®*

Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan
hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), misalnya, memutuskan
untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar
konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.®?

Daam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, empat hak dasar
yang dikemukakan oleh John F. Kennedy. Tersebut juga diakomodasikan.

Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat, tidak dimasukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

' Anthony R. Patten dalam Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014. Hal. 32.
62 i
Ibid.
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ini karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara khusus
mengecualikan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan bidang
pengolahan lingkungan. Tidak jelas kenapa hanya kedua bidang hukum ini
sgja yang dikecualikan secara khusus, mengingat sebagai undang-undang
payung (umbrella act), Undang-Undang Perlindungan Konsumen
seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen itu secara lebih
konprehensif.

Langkah untuk menigkatkan martabat dan kesadaran konsumen
harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen,
yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-
hak tersebut.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasa 4 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 adal ah sebagai berikut:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang atau jasa.

2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa
tersebut sesua dengan nila tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.

3) Hak atas informas yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisidan
jaminan barang yang digunakan.

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang
digunakan.

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut.
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6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan atau penggantianyan,
apabila barang dan atau jasa tidak diterimatidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak semestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal-
Pasal berikutnya, khususnya dalam Pasa 7 yang mengatur tentang
kewgjiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam
hukum, sehingga kewagjiban pelaku usaha dapat dilihat sebaga hak
konsumen.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi
dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan,
kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara
jujur, yang dalam hukum dikenal dengan “persaingan curang” (unfair
competition).

Kemudian dalam permasalahan pentingnya informasi yang akurat
dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku
usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa
berkualitas, aman dikonsums atau digunakan, mengikuti standar yang

berlaku, dengan harga yang wajar (reasonable).
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Di sisi lain konsumen harus pula menyadari hak-haknya sebagai
seorang konsumen sehingga dapat melakukan pengawasan sosia (social
control) terhadap perbuatan dan prilaku pengusaha dan pemerintah.
Bagaimanapun juga pada kenyataannya, konsumen pada masyarakat
modern akan dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain : Pertama,
bisnis modern menampakkan kapasitas untuk mempertahankan produksi
secara masal barang baru sehubungan dengan adanya teknologi canggih
serta penelitian dan manajemen yang efisien. Kedua, banyaknya barang dan
jasa yang dipasarkan berada di bawah standar, berbahaya atau sia-sia
Ketiga, ketidaksamaan posisi tawar merupakan masalah serius (kebebasan
berkontrak). Keempat, konsep kedaulatan mutlak konsumen bersandar pada
persaingan sempurna yang ideal, namun persaingan terus menurun sehingga

kekuatan konsumen di pasar menjadi melemah.

b) Kewajiban Konsumen
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menghendaki agar

masyarakat menjadi konsumen yang baik. Oleh sebab itu, dalam Pasal 5

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban

konsumen, yaitu:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
Kelalaian atas kewgjiban ini dapat beresiko bagi konsumen terhadap
penuntutan hak-haknya;

2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa. Indikator adanya iktikad baik dapat diketahui dari rangkaian
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tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen, sehingga
menjadi akibat terjadinya suatu peristiwa;

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban
konsumen untuk membayar harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan,
termasuk jumlah dan nilai tukar barang dengan uang serta cara-cara
pemabayarnnya;

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan sesuai
dengan syarat dan prosedur dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Kewajiban ini konsisten dengan asas kepastian hukum dalam
perlindungan konsumen.®®

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Produsen)
a) Hak Pelaku Usaha
Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melaui perjanjian

menyel enggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.**

Pada penjel asan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha
adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperas, importir, pedagang,

distributor, dan lain-lain.®

®\Wahyu Sasongko, Op. Cit. Hal. 63.
®Az. Nasution, Op. Cit. Hal 17
% bid.
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Kgiian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat
dipisshkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewagjiban produsen.
Berdasarkan Directive, pengertian produsen melipuiti:

1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manuaktur.
Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari
barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian
timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses
produksinya;

2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

3) Siapa sga, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-
tanda lain pada produk penampakan dirinya sebagai produsen dari suatu
barang.®

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Directive menyebutkan bahwa
Sigpapun yang mengimpor suatu produk kelingkungan EC (European
Economic Community) adalah produsen. Ketentuan ini sengaja dicantumkan
untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat konsumen
asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan EC. Ketentuan ini
mengharuskan importir yang mengimpor barang dari eksportir negara ketiga
mendpatkan jaminan melalui perjanjian yang menyatakan bahwa pihak
eksportir bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dimasukan EC.
Lebih lanjut lagi, pedagang/penyaur yang mengedarkan barang yang tidak

jelas identitas produsennya, bertanggung jawab atas barang tersebut.

% Agus Brotosusilo dalam Celina Tri Siwi Kristianti, Op. Cit. Hal. 41.
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Demikian pula tanggung jawab penyalur/pedagang ini timbul atas barang
yang diimpor dari negara ketiga, tapi tidak jelas importirnya.

Sebagian besar negara anggota EC telah meratifikasi Konvensi
tentang Jurisdiksi, sehingga berdasar Pasal 5 ayat (3) konvens ini, gugatan
atas product liability dapat digjukan ke pengadilan yang jurisdiksinya
meliputi tempat timbulnya kerugian.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor
yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan yang timbul akibat cacat pada
produk, yaitu apabila
1) Produk tersebut sebenarnyatidak diedarkan;

2) Cacat timbul di kemudian hari;
3) Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
4) Barang yang diproduksi individual tidak untuk keperluan produksi;

5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan produsen

dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi:

1) Kelalaian si konsumen penderita;

2) Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat
(unfurseeable misuse);

3) Lewatnya janga waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 tahun setelah
pembelian, atau 10 tahun sejak barang diproduksi;

4) Produk pesanan pemerintah pusat (federa);
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5) Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelaaian yang dilakukan oleh
produsen lain dalam kerja sama produksi (dibeberapa negara bagian yang
mengakui joint and saveral liability).

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Produsen
disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
menenai  kondiss dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beriktikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Kewajiban Pelaku Usaha

Kewgjiban pelaku usaha, meliputi pemenuhan hak-hak yang
dimiliki oleh konsumen, ditambah dengan kewajiban lainnya yang pada
dasarnya untuk melindungi kepentingan konsumen. Adapun kewajiban
pelaku usaha, yaitu:

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garans atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yamg diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.’’

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha
diwgjibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan
bagi kosumen diwgjibkan beriktiked baik dalam melakukan transsksi
pembelian barang dan/atau jasa.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa

iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua

®"|ihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K onsumen
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tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan
bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai segjak barang
dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya
konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu sga disebabkan oleh
kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen sgak barang
dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi
konsumen, kemungkinan untuk merugikan produsen mulai pada saat
melakukan transaksi dengan produsen.®®

Tentang kewgjiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan
informasi yang benar, jellas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak
konsumen, juga karean ketiadaan informasi yang tidak memada dari
pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi),
yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen
mengenal suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran
mengenal suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen
tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa
intruksi.

Diperlukan representas yang benar tehadap suatu produk, karena

sdah satu penyebab kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya

®Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali Pers),
2004. Hal. 54-55.



80

misrepresentasi  terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh
konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak
disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur tertentu,
sedangkan iklan atau brosur tersebut selamanya tidak memuat informasi
yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk
yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.®

Peringatan ini sama pentingnya dengan intruksi penggunaan suatu
produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya
memiliki fungsi yang berbeda yaitu intruks terutama telah diperhitungkan
untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedankan peringatan
dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk. Perinatan yang
merupakan bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini
merupakan pelengkap dari proses produksi.

Peringatan kepada konsumen ini memeganag peranan penting
dalam kaitan dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian pabrikan
(produsen pembuat wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen).
Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak berakhir hanya
dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi.”

Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan
peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai
menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat
intruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana, misalnya “simpan di

luar jangkauan anak-anak” dan berlaku pula terhadap peringatan mengenai

®bid.
lbid. Hal. 58.
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efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian
maupun perunjuk-petunjuk pemakaian harus disesuaikan dengan sifat
produk dan kelompok pemakai.

Selain peringatan, intruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi
penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi
konsumen. pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa intruksi
atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi
produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi
atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban
untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.™

8. Prinsip, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
a) Prinsip- Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam

hubungan hukum dengan pelaku usaha, antaralain:

1) Let The Buyer Beware
Daam prinsip ini, suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib
berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) jika

iasampa membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak.

bid. Hal. 60.
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2) The Due Care Theory
Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunya kewgjiban untuk
berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang atau jasa.
selama berhati-hati dengan produknya, iatidak dapat dipersalahkan.

3) The Privity Of Contract
Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunya kewajiban untuk
melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika diantara
mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual .

4) Kontrak Bukan Syarat

Prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk obyek transaks berupa
barang. sebaliknya, kontrak selau dipersyaratkan untuk transaks
konsumen di bidang jasa.

Ada pengalaman yang termasuk kedalam prinsip-prinsip di atas, yaitu
pada prinsip let the buyer beware (pembeli harus berhati-hati). Tahun
lalu, A ingin membeli netbook bekas. Karena ingin mencari barang
dengan harga yang murah dan bisa mengirit biaya. Kemudian A meminta
tolong pada temannya untuk membelikan netbook. Selang beberapa hari,
teman A mendapatkan barangnya. Dan teman A mengatakan bahwa
barang tersebut masih bagus dan harganya pun juga murah. Karena A
percaya dengan temannya, akhirnya setuju dengan barang tersebut.
Setelah barang tersebut berada ditangan A, kemudian dibukal ah netbook
tersebut, awanya netbook itu masih baik-baik sga, tapi kemudian hari
beberapa keyboardnya ada yang rusak dan itu terus menjalar. kejadian itu

membuat A merasa kecewa. dan A meyadari bahwa Itu merupakan
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kesalahan A sendiri karena kurang berhati-hati dalam membeli barang
karena terlalu percaya pada orang, akhirnya mendapatkan kerugian.
dengan kejadian itu, maka A lebih berhati-hati dalam setiap membeli
barang ataupun yang lainnya. "

b) Asas-asas Perlindungan Konsumen

Menurut ketentuan Pasa 2 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen ini berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Maksudnya, bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan
sebagal usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam
pembangunan nasional, yakni:

1) Asas Manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas
ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan
konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak
diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adaah memberikan kepada
masing masing pihak, produsen, pelaku usaha, konsumen apa yang
menjadi haknya.

Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum
perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan

pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2Siti Milatul  Ainiyah, http://ainyah38.blogspot.co.id/2013/10/prinsi p-prinsip-perlindungan-
konsumen.html, diakses tanggal 8 januari 2017, 10:32 WIB
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2) AsasKeadilan
Dimaksudkan agar partisipas seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara
adil.
Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum
perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen pelaku usaha dapat
berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewgjiban secara
seimbang. Oleh karena itu, undang undang ini mengatur sgumlah hak
dan kewagjiban konsumen dan produsen pel aku usaha.

3) Asas Keseimbangan
Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen pelaku usaha dan
pemerintah memperolen manfaat yang seimbang dari pengaturan dan
penegakan hukum perlindungan konsumen.
Kepentingan antara konsumen, produsen pelaku usaha, dan pemerintah
diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesua dengan hak dan
kewajbannya masing masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas
kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan

kesdlamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
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pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsums atau digunakan. Asas ini
menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan
memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan
sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan
keselamatan jiwa dan harta bendanya.

Oleh karena itu, undang undang ini membebankan sgumlah kewajiban
yang harus dipenuhi dan menetapkan sgumlah larangan yang harus
dipatuhi oleh produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan
mengedarkan produknya.

5) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar, baik perilaku usaha maupun konsumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang
undang ini mengharapkan bahwa aturan aturan tentang hak dan
kewgjiban yang terkandung didadlam undang undang ini harus
diwujudkan dalam kehidupan sehari hari sehingga masing masing pihak
memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin

terlaksananya undang undang ini sesuai dengan bunyinya.”

¢) Tujuan Perlindungan Konsumen
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan

konsumen bertujuan untuk:

"®Rahayu Hartini, Op. Cit. Hal. 171
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1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produks barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.™

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara
bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapai an
tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pentahapan berdasarkan
susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urensinya. Misal, tujuan
meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor 6, pencapaiannya tidak harus
menunggu tujuan pertama tercapai idah meningkatkan kesadaran
konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan

secara simultan atau serempak.”

" Janus Sidabal ok, Op. Cit. Hal. 27.
™Wahyu Sasongko, Op. Cit. Hal. 41.
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Tujuan perlindungan konsumen yang hendak dicapai oleh Undang-

Undang Perlindungan Konsumen begitu banyak dan luas. Sementaraitu, AJ

Duggan dan LW Darvall dengan sederhana mengemukakan tiga tujuan

perlindungan konsumen, yaitu:

1) Membangun persamaan penawaran antara pembeli dan penjua
(achievement of bargaining equality as between buyer and seller);

2) Mengoreks ketidak seimbangan kekuatan ekonomi antara kepentingan-
kepentingan individu dan kolektif (correction of the imbalance in
economic power as between the individual and collective interests);

3) Mengurangi terjadinya kerugian dan kecelakaan dalam pembelian

(reduction in the incidence of purchase related losses and injuries).”

®Aj Duggan dan LW Darvall dalam Wahyu Sasongko, Ibid.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab 11, dalam penelitian ini

dapat diberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap daging babi bagi umat Islam adalah haram
hukumnya untuk disentuh, dijual belikan apalagi kalau untuk dikonsumsi
kecuali adanya suatu hal yang memperbolehkannya. Hukum keharaman
tersebut berada dalam isi kandungan Al-Qur’an Surat Al Bagarah: 173, Al
Maa’idah: 34, An Nahl: 115, Al An’aam:145, dan Hadist Nabi yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Sedangkan dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia penjualan
daging babi itu diperbolehkan secara hukum selama tidak ada yang merasa
dirugikan.

2. Perlindungan Hukum yang diterima konsumen yang beragama Islam dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu terjaminnya hak dasar
selaku konsumen yaitu, hak yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak
untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar.

3. Upaya pemerintah dalam menangani dan mengatur beredarnya daging sapi
dicampur daging babi hutan yaitu, melakukan pengawasan, pemeriksaan,
pengujian, standardisasi, sertifikas dan registras produk hewan, dengan
maksud menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui

Dinas Peternakan dan K esehatan Hewan, Badan POM, MUI.
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4. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang merasa dirugikan, yaitu
konsumen dapat mengajukan gugatan. Gugatan tersebut menurut Pasal 45
Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat di
tempuh melalui dua jalur yaitu; melalui jalur di pengadilan, dan melaui
jalur di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK).

B. Saran

Akhirnya dalam penutup penulisan hukum ini, penulis mencoba memberikan
saran-saran yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Berkenaan Dengan

Penjualan Daging Sapi Dicampur Daging Babi Hutan (Celeng), yaitu :

1. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam menegaskan mengenai perlindungan
bagi konsumen muslim terkait penjualan daging sapi dicampur daging babi
hutan (celeng).

2. Bagi konsumen muslim Indonesia jadi lah pembeli yang pintar (smart
buyer) yang bisa berpikir sebelum membeli. Jangan membeli hanya karena
barang itu lebih murah dari barang yang lain, tetapi pahami kenapa barang
itu lebih murah dari barang yang lain sehingga kita bisa tau kelebihan dan
kekurangan barang atau makanan yang akan kita beli.

3. Bagi penulis selanjutnya, penelitian terhadap perlindungan hukum bagi
konsumen muslim supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan
menggunakan metode dan analisis yang berbeda sehingga dapat dijadikan

karyailmiah yang saling melengkapi sebagai penambah khasanah keilmuan.
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18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan K esehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyel esaian Sengketa Konsumen

C. Internet

http://ditjennak.pertanian.go.id/pages/46/visi-misi.html

https://ekbis.sindonews.com/read/882062/34/kementan-ti ngkatkan-pengawasan
peredaran-daging-celeng-1405068775

http://jatim.metrotvnews.com/read/2016/05/26/533839/pol da-jatim-temukan
daging-sapi opl osan-dagi ng-babi

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8NOgM yA b-waspadai -daging-celeng
oplosanselama-ramadan

http://repository.unair.ac.id/13736/11/11.%20Bab%203. pdf



http://www.gresnews.com/beritaltips/1715305-tata-cara-penyel esai an-sengketa
konsumen-dengan-pel aku-usaha/0/

http://www.kompasi ana.com/siti berliantari/al asan-pengharaman-dagi ng-babi-
dalam-agama-islam_552cc6fabea834331b8b457f

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5& n=98& date=2016-06-11

http://www.pom.go.id
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